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[bookmark: _Toc208927388]ABSTRAK
Sefira Dwi Wulandari, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan terpilih dan observasi dengan melakukan penyajian data dan reduksi data yang akan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian pada skripsi ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi penulis dan pernyataan beberapa informan yang patuh melakukan kewajiban terhadap prosedur terkait pencatatan dan pelaporan kepada pihak yang berwewenang. Sedangkan prinsip transparansi diketahui tidak transparan terhadap publik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil observasi penulis dan pernyataan beberapa informan yang mengakui bahwa laporan terkait anggaran tidak dipublikasikan ke publik dan terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi secara terbuka.
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[bookmark: _Toc208927389]ABSTRACT
Sefira Dwi Wulandari, Accountability and Transparency in Library Material Procurement at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency. This study aims to determine how the principles of accountability and transparency are applied in library material procurement activities at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data collection methods were conducted through interviews with selected informants and observations, with data presentation and data reduction to facilitate the author's conclusions. The results of this thesis reveal that the implementation of accountability principles at the Archives and Library Service of Kutai Kartanegara Regency is good, as demonstrated by the author's observations and statements from several informants who comply with procedures related to recording and reporting to authorized parties. However, the principle of transparency is known to be less transparent to the public. This is evidenced by the author's observations and statements from several informants who acknowledged that budget reports are not published to the public and that access to open information is limited.
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PENDAHULUAN

1.1. [bookmark: _Toc208927396] Latar Belakang
Perpustakaan Daerah merupakan salah satu sektor publik yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tujuan sektor publik dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, produk atau jasa, peningkatan daya saing, dan peningkatan kinerja (Bambang dan Daryanto, 2022).
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berhubungan dengan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan budaya membaca. Pemerintah daerah memiliki hubungan yang dinamis dan saling mendukung dalam menciptakan iklim pendidikan khususnya semangat membaca pada masyarakat. Peningkatan budaya membaca dalam suatu daerah terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masalah seperti kurangnya fasilitas perpustakaan daerah, minat membaca generasi muda yang menurun, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membaca dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai jembatan atau penggerak dalam membangkitkan iklim budaya membaca dan pembangunan pendidikan yang sehat bagi masyarakat.
Fungsi perpustakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah setiap jenjang pendidikan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan, dan tempat rekreasi, penelitian pelestarian, untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, yang harus dilakukan oleh perpustakaan adalah berupaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan.
Perpustakaan akan dikatakan berhasil apabila pemustakanya dapat memanfaatkan perpustakaan itu sendiri. Salah satu aspek agar perpustakaan sering dikunjungi atau banyak dimanfaatkan oleh pemustaka adalah pengadaan bahan pustaka perpustakaan. Sari (2023) berpendapat bahwa Pengadaan bahan pustaka merupakan bagian penting dari kegiatan perpustakaan, karena sejak awal berdirinya, perpustakaan telah memainkan peran penting dalam memajukan perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, baik yang masih ada maupun yang sudah usang, dan memenuhi kebutuhan ini merupakan tujuan utama perpustakaan.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan iklim pendidikan dalam hal budaya membaca bagi masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi juga diperlukan pada kegiatan pengadaan bahan pustaka di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka tersebut dapat menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan segala hal yang tujuannya untuk memenuhi serta melayani kebutuhan pemustaka atau pengunjung perpustakaan. 
Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu keyakinan atas hak yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan proses kekayaan daerah. Sedangkan transparansi menurut Umami dan Nurodin (2017), transparansi merupakan suatu tindakan memberikan keterbukaan informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. 
Dengan adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi, maka kewajiban instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya dalam melayani masyarakat tersalurkan dengan baik dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Sehingga akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam perencanaan maupun realisasi suatu kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengulas akuntabilitas dan transparansi di beberapa daerah. Pada penelitian sebelumnya oleh Ujang A., dkk. (2023) di daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan setempat mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa dengan penerapan sistem e-procurement. Seluruh kegiatannya tersimpan dalam satu sistem di portal sejak sistem online diterapkan sehingga informasinya dapat diakses dengan mudah. Pada penelitian lainnya oleh I Putu Heri (2021) di daerah Bali, penerapan transparansi di Pura Agung Asem Kembar sangat rendah karena penyampaian informasi keuangan hanya berupa dana masuk saja tanpa diikuti dengan informasi pengeluaran.
Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui bahwa kurangnya akuntabilitas dalam pelayanan publik yaitu belum pernah melakukan evaluasi kepuasan dan kebutuhan serta masukan dari pemustaka mengenai layanan, koleksi buku dan fasilitas yang ada. Meskipun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menyediakan ruang saran dan pengaduan publik di media massa. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara juga belum mempublikasikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan dan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan atas buku tersebut di media ataupun website resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum menjalankan prinsip transparansi kepada publik. 
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara karena pada Perangkat Daerah ini belum ada penelitian yang membahas sesuai penelitian yang penulis pilih. Penulis akan membahas mengenai kurangnya penerapan akuntabilitas pelayanan publik dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada pun Judul penelitian yang penulis pilih adalah “Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara”.
1.2. [bookmark: _Toc208927397] Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah “Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara”.
1.3. [bookmark: _Toc208927398] Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah “Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara”.
1.4. [bookmark: _Toc208927399] Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan ditawarkan suatu perangkat daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Peneliti
	Penulis dapat memperoleh gambaran dan pengetahuan untuk mampu memahami lebih lanjut tentang akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengadaan barang/jasa pada sektor publik.
2. Bagi Instansi Pemerintahan
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang dalam pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan ditawarkan.
3. Bagi Pembaca
	Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi maupun pengetahuan tambahan dalam perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada sektor publik.
1.5. [bookmark: _Toc208927400] Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut karena dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dalam melayani masyarakat dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mampu menunjukkan kemampuan perpustakaan daerah dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya yang tujuan utamanya adalah menjaga hubungan dengan masyarakat serta menyediakan jasa untuk masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan daerah tersebut. 
Pada penelitian ini, penulis berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan penilaian berdasarkan kepuasan, kebutuhan dan masukan dari pemustaka mengenai layanan, koleksi buku serta fasilitas yang disediakan. Selain itu, penerapan transparansi yang kurang karena tidak adanya publikasi laporan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan atas buku tersebut di media ataupun website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam melayani masyarakat.







[bookmark: _Toc208927401]BAB II LANDASAN TEORI
LANDASAN TEORI

2.1. [bookmark: _Toc208927402] Akuntabilitas
Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas berhubungan dengan pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada para pihak yang berkepentingan. Hal ini bisa berupa menyajikan, menyampaikan serta melaporkan aktivitas melalui laporan keuangan kepada prinsipal.
Menurut Khotami (2017), akuntabilitas merujuk pada pengungkapan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan hingga hasil yang telah diperoleh dari setiap kegiatan, untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat. Keterkaitan antara akuntabilitas dan pengelolaan pada dasarnya sangat penting dalam mewujudkan kegiatan tata kelola yang baik sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Sedangkan akuntabilitas menurut Nurkholis (2019) ialah merupakan sebuah konsep etika yang berkaitan dengan administrasi publik di pemerintahan baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang bersifat dapat dipertanggungjawabkan, mampu memberikan jawaban, dapat dipersalahkan, dan tidak memiliki kebebasan. Dalam hal ini terdapat kewajiban pada individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan serta dapat menjawab berbagai hal sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Berdasarkan berbagai definisi akuntabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu organisasi dalam melaporkan, menyajikan, memberikan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mempertahankan serta meningkatkan kepercaya publik terhadap kinerja pemerintahan tersebut.
2.2. [bookmark: _Toc208927403] Dimensi Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2018), ada beberapa dimensi dalam akuntabilitas yang bisa dilakukan oleh organisasi sektor publik antara lain:
a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity and Legality)
Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan upaya untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum berhubungan dengan pemastian bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Akuntabilitas Proses (Process Accountability)
Akuntabilitas proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.
c. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Akuntabilitas program beketerkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hendaknya akuntabilitas program tersebut sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
d. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil pemerintah baik pusat maupun daerah DPR/DPRD dan masyarakat luas. Hendaknya lembaga-lembaga publik mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya untuk masa yang akan datang.
e. Akuntabilitas Keuangan (Financial Accountability)
Akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab lembaga publik atas sumber daya keuangan yang disalurkan masyarakat kepada lembaga publik. Lembaga publik hendaknya mempu menjelaskan bagaimana uang tersebut diperoleh, digunakan untuk apa, dan tanggung jawab lainnya.
2.3. [bookmark: _Toc208927404] Jenis-Jenis Akuntabilitas
Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Pemerintah Daerah.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)
Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, misalnya laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik kepada masyarakat.
Oleh karena itu, organisasi sektor publik tidak hanya wajib menekankan akuntabilitas vertikal, namun juga perlu menekankan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat secara meluas.
2.4. [bookmark: _Toc208927405] Transparansi
Transparansi menurut Mardiasmo (2018), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Kabib et al. (2021) berpendapat bahwa transparansi adalah penyajian laporan semua orang dengan transparan tanpa ada yang ditutupi, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya dengan unsur yang menjadi dasar dari sebuah keputusan dan dilaksanakannya aktivitas.
Menurut Umami dan Nurodin (2017), transparansi merupakan suatu tindakan memberikan keterbukaan informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.
Berdasarkan dari beberapa definisi transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam penyajian informasi baik terkait keuangan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang dapat diperoleh masyarakat untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.
2.5. [bookmark: _Toc208927406] Dimensi Transparansi
Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa transparansi terdiri dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:
1. Informatif (Invormativeness)
Informatif adalah penyampaian arus informasi, berita, prosedur, penjelasan  mekanisme,  data, dan fakta  kepada pihak yang memerlukan informasi secara jelas dan akurat.
2. Pengungkapan (Disclosure)
Pengungkapan berarti mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada masyarakat atau publik (stakeholder) seperti kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
3. Keterbukaan (Openness)
Keterbukaan berarti keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
2.6. [bookmark: _Toc208927407] Organisasi Sektor Publik
Menurut Mahmudi (2016), organisasi sektor publik merupakan suatu organisasi yang beroperasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi negara untuk memenuhi ketentuan konstitusi. 
Mahsun (2013) berpendapat   bahwa   organisasi   sektor   publik berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta penyediaan barang atau jasa bagi publik, yang dibiayai melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur oleh hukum. Di Indonesia, terdapat berbagai macam organisasi sektor publik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rumah sakit, pusat layanan kesehatan, tempat ibadah berbagai agama, lembaga pendidikan, dan organisasi partai politik.
Menurut Indrayani (2022), organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur dengan hukum.
Dari berbagai definisi organisasi sektor publik di atas, secara garis besar organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam penyediaan dan pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara berdasarkan hukum yang ditetapkan.
2.7. [bookmark: _Toc208927408] Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Peter dan David dalam Maysarah (2023) pengadaan merupakan proses mendapatkan barang, jasa dan sumber daya lain yang diperlukan oleh organisasi. Hal tersebut juga menekankan pentingnya mengelola risiko, mencari kualitas yang baik dan mencapai efisiensi biaya dalam kegiatan pengadaan.
Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengadaan berasal dari kata “ada” dan ditambahkan awalan pe- dan akhiran –an sehingga mempunya arti “Pengadaan barang dan jasa adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada”. Selain itu, pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga serta memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa.
Berdasarkan beberapa definisi pengadaan barang dan jasa diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah upaya dalam mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan proses tertentu agar kesepakatan harga, spesifikasi, waktu bisa tercapai.
2.8. [bookmark: _Toc208927409] Perpustakaan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Didalam artikel yang ditulis pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perpustakaan (BPKP), perpustakaan merupakan sebuah koleksi buku dan majalah. Meskipun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan informasinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengunjung.
Berdasarkan dari definisi perpustakaan diatas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan tempat yang dikelola oleh suatu instansi ataupun dikelola oleh organisasi yang menyediakan berbagai koleksi karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam yang mencakup berbagai macam informasi untuk bisa dimanfaatkan oleh pemustaka atau pengunjung perpustakaan tersebut.
2.9. [bookmark: _Toc208927410] Pengadaan Bahan Pustaka
Bahan pustaka atau bahan perpustakaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yaitu semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Pengadaan bahan pustaka menurut Sari (2023) adalah salah satu bidang kegiatan perpustakaan yang mempunyai tugas pengadaan dan pengembangan semua jenis koleksi bahan pustaka. Selain itu, pengadaan bahan pustaka mencakup hal-hal yang perlu dilakukan setelah menentukan pilihan buku.
Menurut Soetimah dalam Irpina (2020), pengadaan bahan pustaka merupakan suatu proses penghimpun bahan pustaka yang dimiliki setiap perpustakaan yang akan membentuk sebuah koleksi. Bahan pustaka yang diadakan oleh perpustakaan tersebut hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan, minat pemustaka serta terbitan yang relevan. 
Berdasarkan dari berbagai definisi pengadaan bahan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan bahan pustaka merupakan serangkaian kegiatan dalam pengembangan ataupun penyeleksian bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang didasari peraturan dan kebijakan yang berlaku.
2.10. [bookmark: _Toc208927411]Tujuan Pengadaan Bahan Pustaka
Perpustakaan merupakan sarana pendukung kegiatan belajar ataupun mendapat berbagai macam informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh instansi pemerintah daerah. Aisiyah (2018) berpendapat bahwa tujuan pengadaan bahan pustaka adalah untuk menjamin koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau pengunjung. Diharapkan kesesuaian ini dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan harus tersusun berdasarkan penyeleksian yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan, rencana   serta   besar   anggaran   yang   akan   digunakan.   Melalui pengadaan bahan pustaka, koleksi perpustakaan dapat berkembang dengan baik sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai.
2.11. [bookmark: _Toc208927412]Sistem Pengadaan Bahan Pustaka
Adapun sistem pengadaan bahan pustaka pada perpustakaan pada umumnya menurut Irpina (2020) yaitu:
1. Pembelian atau Pemesanan
Perpustakaan dapat memperoleh bahan pustaka dengan cara pemesanan langsung. Pemesanan dapat dilakukan pada penerbit, toko buku ataupun agen buku langsung. Pada umumnya penerbit Indonesia dapat melayani permintaan perpustaka, sedangkan penerbit asing hanya melayani pembelian dari toko buku atau vendor sehingga perpustakaan Indonesia harus melalui membeli melalui toko buku.
2. Hadiah atau Sumbangan
Perpustakaan dapat memperoleh bahan pustaka melalui hadian atau sumbangan untuk menambah koleksi perpustakaan. Hal tersebut juga dapat menghemat biaya pembelian. Hadiah atau sumbangan dapat berasal dari siapapun baik dari instansi pemerintahanm swasta, maupun pribadi. Selain itu, sumber yang bisa diharapkan untuk bisa menyumbang adalah dari pengarang dan penerbit sebagai contoh terbitannya, duplikat terbitan dari perpustakaan lain, instansi pemerintah sebagai terbitan pemerintah, dan donator dari berbagai pihak seperti organisasi, lembaga perhimpunan dan yayasan.
3. Tukar Menukar
Menurut soetminah dalam Sari (2023), pengadaan bahan pustaka dapat melalui tukar menukar dengan perpustakaan lain. Bahan yang dipertukarkan dapat berupa terbitan yang diterbitkan oleh perpustakaan itu sendiri ataupun terbitan yang dikeluarkan oleh lembaga induknya atau diambil dari koleksi yang jumlah eksemplarnya lebih. 
4. Titipan
Pengadaan bahan pustaka dapat diperoleh dengan cara titipan atau pinjaman yang bersifat sementara dari perpustakaan lain. dalam hal ini, titipan bahan pustaka diharuskan dalam jangka waktu lama alasannya karean jika waktunya terlalu singkat akan merugikan perpustkaan bersangkutan yang telah menerima titipan tersebut serta besar biaya (administrasi) sebagai proses bahan pustaka yang telah dititipkan menurut sistem perpustakaan yang dititipkan.
5. Terbitan Sendiri
Menurut Sari (2023), sebuah perpustakaan hendaknya mengumpulkan semua bahan pustaka yang dikeluarkan oleh penerbit dan lembaga induk (pusat) di mana perpustakaan tersebut berada. Perpustakaan bisa berfungsi sebagai pusat penyimpanan untuk semua publikasi dari lembaga tersebut, dan dapat ditunjuk sebagai penyalur dari semua penerbit terkait. Perpustakaan juga bisa menerbitkan sendiri bahan pustaka seperti daftar tambahan koleksi buletin, manual bibliografi dan lain-lain.
Koleksi terbitan sendiri ini bisa membantu kelancaran operasional lembaga tersebut, karena jenis bahan pustaka ini biasanya tidak tersedia di pasaran meskipun informasi yang terkandung sangat penting bagi lembaga ilmiah lainnya.
2.12. [bookmark: _Toc208927413]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc207092172]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	 I Putu Heri Hermawan dan Lucy Sri Musmini (2021)
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar dalam Bingkai Yadnya.
	Penerapan transparansi di Pura Agung Asem Kembar sangat rendah karena penyampaian informasi keuangan hanya berupa dana masuk saja tanpa diikuti dengan informasi pengeluaran Pura Agung Asem Kembar.

	2.
	Arip Rahman Sudrajat (2021)
	Akuntabilitas dan Transparasi Publik: Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.
	Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun rencana pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

	3.
	Iwan Hermansyah, Rani Rahman, dan Maman Suherman (2018)
	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)
	Unit Pelayanan Langsung yang ada di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya pada umumnya telah menerapkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik yang sangat baik.

	4.
	Ujang A. Mukarom, Suryanto, dan Mia Rumiasari (2023)
	Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
	Berdasarkan temuan dan pembahasan, tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan transparansi pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan penerapan sistem e-procurement. Seluruh kegiatan tersimpan dalam satu sistem di portal sejak sistem lelang online diterapkan sehingga baik provider maupun non provider dapat dengan mudah mengakses semua informasi.






2.13. [bookmark: _Toc208927414]Kerangka Berpikir
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara


Tidak melakukan penilaian berdasarkan kepuasan pemustaka dan tidak ada publikasi untuk diakses masyarakat mengenai laporan jumlah buku dan anggaran yang dikeluarkan pada perpustakaan


Akuntabilitas dan Transparansi Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka


Penelitian Deskriptif Kualitatif


Pengumpulan Data:
· Observasi
· Wawancara (Interview)



Analisis Data:
1. Penyajian Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan Data





Kesimpulan

[bookmark: _Toc207314171]Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

[bookmark: _Toc208927415]BAB III METODE PENELITIAN
METODE PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc208927416] Definisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam menentukan perihal wawancara dan dokumentasi, maka berikut definisi operasional variabel pada penelitian ini:
1. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaporkan, menyajikan, memberikan pelayanan kepada publik terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mempertahankan serta meningkatkan kepercaya publik terhadap kinerja pemerintahan tersebut.
2. Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam penyajian informasi baik terkait keuangan maupun pelaksanaan kegiatan lainnya yang dapat diperoleh masyarakat untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.
3. Organisasi sektor publik adalah lembaga yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan layanan dan penyediaan kepada masyarakat yang dibiayai oleh pajak atau pendapatan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Pengadaan Bahan Pustaka adalah serangkaian kegiatan dalam pengembangan ataupun penyeleksian bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang didasari peraturan dan kebijakan yang berlaku.
5. Bahan Pustaka adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan adalah tempat yang dikelola oleh suatu instansi ataupun dikelola oleh organisasi yang menyediakan berbagai koleksi karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam yang mencakup berbagai macam informasi untuk bisa dimanfaatkan oleh pemustaka atau pengunjung perpustakaan tersebut.
3.2. [bookmark: _Toc208927417] Metode Analisis Data
Dalam analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Menurut Purba (2021), penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar.
Sedangkan menurut Adiputra (2021), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.
Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2021), merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Pendekatan interpretatif menurut Mudjia (2018) memandang kenyataan sosial sebagai sesuatu yang selalu berubah, berjalan dalam suatu proses dan penuh makna yang bersifat subjektif. kenyataan sosial pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dalam paradigma interpretif, manusia dipahami sebagai individu yang sadar dan bersifat intensional dalam setiap tindakan (intentional human being).
Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau situasi yang sedang diamati di lapangan dengan lebih khusus, transparan, serta menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek, dan subjek penelitian. 
Analisis ini penulis gunakan dalam menganalisa akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengadaan bahan pustaka serta melihat kendala yang dihadapi selama proses pengadaan bahan pustaka. Penulis berinteraksi langsung dengan subjek di lapangan dalam hubungan yang saling mengikat, bertujuan untuk mengembangkan teori dan hasil akhir atau temuan bersifat open-ended yang artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan.
3.3. [bookmark: _Toc208927418] Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021). Objek yang diteliti dalam penilitian ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan berfokus pada analisis akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka dan kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan bahan pustaka. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah  sebuah instansi Pembina Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara bergerak dibidang jasa pelayanan perpustakaan, pelestarian, pengembangan, dan pembudayaan kegemaran membaca serta pengelolaan kearsipan juga perlindungan, penyelamatan, dan perizinan penggunaan arsip. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di Jalan Panji No. 47, Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Penulis menggunakan informan sebagai subjek dalam penelitian ini, diantaranya adalah empat orang pustakawan dan satu pemustaka di perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kesediaan dan perwakilan dari beberapa bidang yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengadaan bahan pustaka. Informan yang penulis pilih antara lain dari Bidang Pembinaan Perpustakaan, Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dan Sekretariat Bagian Keuangan.
[bookmark: _Toc202193005]Tabel 3.1 Daftar Informan
	No.
	Nama Informan
	L/P
	Jabatan/Posisi

	1.
	Heni Marlina, S.P.
	P
	Pustakawan Bidang Pembinaan Perpustakaan

	2.
	Jumadi, S.E.
	L
	Pustakawan Mahir

	3.
	Irwansyah, S.K.M.
	L
	Pustakawan Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

	4.
	Edwin, S.E.
	L
	Sekretariat Bagian Keuangan

	5.
	Pemustaka
	L/P
	Pemustaka/Pengunjung


3.4. [bookmark: _Toc208927419] Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:
1. Data Primer
Data Primer menurut Sugiyono (2019) adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada penulis. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber utama atau yang bersangkutan dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari hasil wawancara (interview) serta dokumentasi penulis.
2. Data Sekunder
Data sekunder menurut Sugiyono (2019) adalah penulis tidak langsung menerima dari sumber data. Penulis menggunakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan bukan hasil dari olahan penulis. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui media dan informasi lain yang berhubungan dengan pengadaan bahan pustaka dan referensi mengenai akuntabilitas dan transparansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3.5. [bookmark: _Toc208927420] Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dan informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara (Interview)
Penulis mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara langsung antara penulis dengan informan berdasarkan pertanyaan yang dibuat oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan atas kondisi dan situasi yang sebenarnya. 
Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2016). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka berdasarkan pendapat dan ide-ide dari informan. Penulis mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan guna menganalisis permasalahan.
2. Observasi (Pengamatan)
Penulis melakukan observasi atau pengamatan pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang berupa peristiwa, aktivitas, atau kondisi tertentu. Hal tersebut penulis lakukan guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah di dalam penelitian ini. 
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi non Partisipan (pasif). Menurut Sugiyono (2019), observasi non partisipan atau pasif adalah peneliti tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan, tetapi  hanya berperan sebagai pengamat independen. 
3.6. [bookmark: _Toc208927421] Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2019), analisis data merupakan suatu proses mencari atau menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan saat observasi, ataupun bahan acuan yang lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasil temuan dapat diinformasikan kepada orang lain.
Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif interpretatif, yaitu penulis mengumpulkan, mendeskripsikan, dan merepresentasikan maksud dari temuan data-data atau informasi yang diperoleh berdasarkan perspektif, pendapat, ataupun pandangan yang berhubungan dengan informasi yang ada. 
Adapun menurut Sugiyono (2019) aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:
a. Pengumpulan Data (Data Collection)
Tujuan utama dalam setiap penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data biasanya menggunakan teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).
b. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data diperlukan dalam menganalisis data, karena bertujuan untuk menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan agar data yang diperoleh mudah dipahami dan informasinya lebih bermakna. Oleh karena itu informasi harus dicatat secara terperinci dan teliti.
c. Penyajian Data (Data Display)
Menyajikan data agar mudah dipahami dan dikaitkan dengan hal lain dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa diuraikan dalam bentuk tabel, uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. 
d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Kesimpulan yang disajikan dalam penelitian kualitatif yaitu sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti akhirnya menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak harus menjawab rumusan masalah yang ditetapkan pada awal pengumpulan data, dan bisa saja tidak menjawabnya sama sekali. Hal ini disebabkan, bahwa identifikasi masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berubah ketika melakukan penelitian di lapangan.
Menurut Miles dan Huberman (2014) terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dikatakan terjadi secara bersamaan karena reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling jalin menjalin dalam proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. 
Miles dan Huberman (2014) mengungkapkan bahwa dalam menyajikan data penelitian kualitatif, menggunakan teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Selain dengan teks naratif, Miles dan Huberman menyarankan penyajian data berupa grafik, matriks, jaringan kerja, atau chart.
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[bookmark: _Toc207314050][bookmark: _Toc208417419]Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (2014)

Berdasarkan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, penulis melakukan analisis data menjadi empat langkah yaitu:
1) Langkah pertama, penulis memulai penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi, kemudian membuat catatan deskriptif yang diubah menjadi transkrip wawancara;
2) Langkah kedua, penulis melakukan reduksi data atau menyederhanakan data yang telah penulis kumpulkan berdasarkan fokus peneliti. Reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan;
3) Langkah ketiga, penulis melakukan penyajian data berupa tulisan atau kata-kata dan tabel, kemudian menggabungkan informasi atau temuan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penulis membuat naratif, matrik, atau grafik untuk memudahkan penyusunan dan penguasaan temuan data. Langkah ini dapat disebut juga dengan coding;
4) Langkah keempat, langkah terakhir yang penulis lakukan adalah penarikan kesimpulan terhadap hasil yang telah penulis dapatkan. Temuan data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori. Temuan data terkait informasi yang dirasakan sama kemudian disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.
[bookmark: _Toc208927423]BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
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4.1. [bookmark: _Toc208927424] Gambaran Umum
Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Danau Semayang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi tersebut merupakan Perpustakaan Umum yang juga biasa disebut Taman Pintar.
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Subbag. Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip
Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Bidang Pembinaan Perpustakaan
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[bookmark: _Toc202192979]Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023	



Struktur organisasi dan masing-masing posisi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijelaskan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.
3. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas dalam menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
4. Bidang Pembinaan Perpustakaan
Bidang Pembinaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan dan tenaga perpustakaan, pengembangan dan layanan perpustakaan serta pembudayaan gemar membaca.
5. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dan pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.
6. Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip
Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan dan Perijinan Penggunaan Arsip mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Daerah, serta perijinan penggunaan arsip.
7. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan penyelamatan, perlindungan dan pemusnahan arsip, penyelamatan arsip Perangkat Daerah serta pencarian, autentikasi dan alih media arsip.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. UPTD
UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
4.2. [bookmark: _Toc208927425] Visi dan Misi
Adapun visi dan misi yang menjadi pedoman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:
a. Visi:
1) Mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia;
2) Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan;
3) Berbahagia adalah kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Misi:
1) Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlaq;
3) Mulia, unggul dan berbudaya;
4) Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4.3. [bookmark: _Toc208927426] Hasil Penelitian
Dalam suatu organisasi sektor publik yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, penting untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna membangun ikatan kepercayaan dengan masyarakat. Tidak sedikit organisasi sektor publik yang masih rendah akan penerapan akuntabilitas dan transparansinya. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pada suatu sektor publik tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecurigaan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi cukup penting didalam organisasi sektor publik. Dengan adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi, maka kewajiban instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya dalam melayani masyarakat tersalurkan dengan baik dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Sehingga akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diimplementasikan dalam perencanaan maupun realisasi suatu kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan bahan pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan pertanggungjawaban yang tidak dipublikasikan secara terbuka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Edwin selaku bagian dari sekretariat keuangan mengatakan dalam wawancara:
“Masalahnya ke publik ini, kita gak pernah ekspos ke publik. Biasanya sih di website itu jumlah buku mungkin. Di website itu memang harusnya ada penambahan e-katalog sebetulnya, sementara di website kami kan belum ada e-katalog nyangkut disitu, harusnya itu memang kedepannya memang mengarah kesitu. Tinggal kami aja lagi yang mempelajarinya e-katalog itu bisa connect dengan website kami itu.”

Sementara diketahui bahwa website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri baru dibuat pada tahun 2023 kemarin dan tidak dikelola dengan cukup baik. Ibu Heni selaku pustakawan mengatakan bahwa:
“Website kami itu baru aja dibikin tahun lalu, karena untuk memenuhi syarat akreditasi perpustakaan, selain itu pengurusnya aja ganti-ganti. Selanjutnya ternyata itu nggak mau dibiayain bagian umum.”
Oleh karena itu, website tersebut tidak cukup banyak menyajikan informasi mengenai keuangan ataupun kegiatan-kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bu Heni, adanya website yang menyajikan informasi-informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih dibutuhkan atau masih berperan penting sebagai salah satu bentuk transparansi kepada publik. 
Berdasarkan pernyataan informan diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akuntabilitas dan transparansi yang masih cukup rendah. Hal tersebut tidak memiliki kesesuai dengan teori dari pendapat ahli yaitu Mardiasmo yang telah mengungkapkan beberapa kriteria akuntabilitas dan transparansi. 
4.3.1. [bookmark: _Toc208927427] Praktik Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan hal penting yang bersifat wajib bagi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program-program yang akan dijalankan suatu instansi pemerintahan. Akuntabilitas pada instansi pemerintah dapat berupa laporan keuangan, laporan kinerja ataupun keseluruhan proses kegiatan dari organisasi tersebut.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli yaitu Mardiasmo (2018), terdapat dua dari lima kriteria yang menjadi permasalahan pada standar penerapan akuntabilitas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
1) Akuntabilitas Proses
2) Akuntabilitas Program
Pemilihan dua kriteria yaitu akuntabilitas proses dan akuntabilitas program berdasarkan hasil dari hasil wawancara dan reduksi data (coding) yang penulis lakukan. Sehingga ditemukanlah kriteria akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang mencakup permasalahan pada standar penerapan akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Setelah beberapa waktu penulis melakukan observasi dan wawancara di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis menemukan bahwa adanya kekurangan pada penerapan akuntabilitas. Diketahui bahwa ada beberapa laporan terkait rincian anggaran pengadaan bahan pustaka secara fisik belum dibuat oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan aplikasi INLIS Lite untuk menginput segala pencatatan pengadaan bahan pustaka, namun masih ada beberapa kekurangan dalam pencatatannya seperti ketidaklengkapan dalam mencatat harga bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 
Praktik akuntabilitas vertikal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh masing-masing tiap bidang kepada Kepala Dinas atau kepada otoritas yang lebih tinggi ketika ada pelaksaan kegiatan atau program sesuai dengan periode laporan yang berjalan. Secara praktik akuntabilitas vertikal, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan kriteria yang ada di dalam praktik akuntabilitas vertikal.
Praktik akuntabilitas horizontal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara mencantumkan beberapa informasi terkait laporan kinerja keuangan pada website resminya sebagai pertanggungjawaban kepada publik, namun website tersebut belum banyak menyajikan informasi secara lengkap karena kurangnya sumber daya manusia yang mengelola website tersebut. Hal ini menunjukkan ketidaksesuain dengan praktik akuntabilitas horizontal karena publikasi terkait laporan keuangan penggunaan dana publik tidak dilakukan dengan semestinya.
4.3.2. [bookmark: _Toc208927428]Praktik Transparansi
Penerapan transparansi ditunjukkan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan kegiatan ataupun pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna atau publik yang membutuh informasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tiga kriteria bentuk transparansi yang menjadi permasalahan yaitu:
1) Transparansi Informatif
2) Transparansi Pengungkapan
3) Tansparansi Keterbukaan
Diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kekuarangan dalam transparansi, karena tidak banyak informasi atau laporan terkait keuangan yang disajikan pada website resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga kriteria Informatif dan Pengungkapan tidak dapat tercapai dengan baik. Bagi pengguna atau masyarakat yang membutuhkan informasi terkait keuangan dapat secara langsung menemui pihak yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki transparansi dalam Keterbukaan informasi dengan syarat.
4.3. [bookmark: _Toc202299994][bookmark: _Toc207092164][bookmark: _Toc207092581][bookmark: _Toc208416828][bookmark: _Toc208416911][bookmark: _Toc208416959][bookmark: _Toc208417475][bookmark: _Toc208420792][bookmark: _Toc208436287][bookmark: _Toc208927429]
4.4. [bookmark: _Toc208927430]  Pembahasan Penelitian
[bookmark: _Toc208927431]Perwujudan Akuntabilitas
4.4.1.1.  Akuntabilitas Proses
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ada didalam laporan pedoman kerja. Bahan pustaka yang didapat berasal dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan. Hal ini dinyatakan oleh Bu Heni selaku pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara:
“Bahan pustaka biasanya itu dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan, kemudian masukan dari pemustaka tapi bukan hasil dari survey melainkan hasil dari pembicaraan non formal aja.”
Proses pengadaan bahan pustaka biasanya dilakukan oleh bagian PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) dan setelah pesanan diproses, kemudian akan dilakukan pengorganisasian oleh pustakawan yang bertugas. Hal tersebut didukung oleh perkataan Bu Heni:
“Kalau proses pengadaannya itu bagian pak Irwan atau PPKOM, kalau saya di bagian yang menerima sudah jadinya. Kalau sudah selesai prosedur pemesanannya, saya bagian pengorganisasiannya aja.” 
Karena perkembangan digital, beberapa prosedur dilakukan secara online ataupun dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Pemesenan bahan pustaka dilakukan secara e-purchasing atau secara online, dan pencatatannya pun dilakukan di aplikasi INLIS Lite yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Irwansyah selaku Pustakawan dan bertugas pada bagian PPKOM:
“Sekarang dimudahkan dengan sistem ya, jadi kalau dengan sistem itu mulai dari kita melakukan proses pemesanan itu secara otomatis karena dia melalui sistem e-purchasing, otomatis tercatat. Kemudian dipindahkan ke INLIS juga tercatat.”
Hal ini membuat berkurangnya rincian pencatatan secara fisik karena mengandalkan aplikasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki laporan anggaran mengenai rincian pengadaan bahan pustaka yang bisa dipublikasikan. Ibu Heni mengatakan bahwa:
“Seingat saya kalau detail jumlah buku beserta anggarannya nggak pernah dilaksanakan seperti itu. Karena itu biasanya yang mengadakan kan PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen), tapi setau saya nggak pernah bikin itu sih.”
Selama ini laporan yang tersedia untuk dipublikasikan dan bisa dilihat di website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah laporan Rencana Kerja Anggaran saja, yang dimana laporan tersebut tidak mencakup rincian pengadaan bahan pustaka.
Walaupun pencatatan telah masuk ke sistem aplikasi, namun rincian harga bahan pustaka tidak semuanya tercatat secara elektronik dan otomatis. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bu Heni yaitu:
“Tapi kalau rincian buku beserta harga belinya, itu harusnya sih dicantumkan di INLIS Lite karena itu kan menyangkut aset. Jadi sebenarnya di INLIS Lite harus dicantumkan, tapi karena kami nggak tau berapa harga buku yang ada itu, jadi yaudah kami lewatkan gitu aja, kami nol kan aja.”
Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas proses dapat berhasil dan berjalan dengan baik apabila suatu organisasi publik patuh atau taat terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas baik dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan tugasnya. 
Secara proses pengadaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan kegiatan pengadaan bahan pustaka dengan baik berdasarkan anggaran yang diterima. Tetapi pencatatan laporan terkait rincian anggaran seperti rincian harga beli buku pada sistem aplikasi INLIS masih tidak lengkap sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas proses terkait kepatuhan terhadap prosedur.
4.4.1.2. Akuntabilitas Program
Dalam pengadaan bahan pustakanya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki target berdasarkan kebutuhan pemustaka atau pengunjung dan berdasarkan pembaharuan bahan pustaka. Pak Jumadi selaku Pustakawan mengungkapkan bahwa:
“Yang pastinya harus disesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan pengunjungnya. Belum lagi kita berbicara anak-anak, karena buku anak-anak itu paling cepat satu tahun sudah rusak. Inilah yang harus kita perbarui. Tanggalnya juga, biasanya kan tanggal buku itu ada masanya, selalu ada terbaru setiap jamnya atau perharinya maka kita harus upgrade informasi terbaru, itulah yang kita sediakan. Buku lama yang sudah lama biasanya ada yang disisihkan atau kami simpan kalau kami anggap ini masih layak ya kami pertahankan. Karena ada juga pemustaka yang membutuhkan koleksi lama.”
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebisa mungkin harus menyesuaikan targetnya. Kendala yang membuat bahan pustaka tidak mencapai target adalah karena buku yang dicari terkadang sudah tidak ada lagi, seperti yang diungkapkan Ibu Heni:
“Terkadang jika buku tidak mencapai target itu karena buku yang dicari itu udah nggak ada lagi, kadang-kadang bukunya pas datang itu rusak jadi dikembalikan lagi. Cara menanganinya ya kalau buku yang dicari nggak ada itu cari judul lain, kan biasanya tiap tahun itu beda-beda buku yang terbit.”
Meskipun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkadang menghadapi kendala seperti yang telah diungkapkan Ibu Heni, namun selalu ada cara dalam menanganinya sehingga kendala tersebut tidak berdampak besar terhadap masyarakat yang memanfaatkan jasa dari perpustakaan. Bu Sorra selaku pemustaka atau pengunjung mengatakan bahwa:
“Untuk fasilitas yang dirasakan sebagai pengunjung, ini cukup baik juga ya mbak jadi fasilitasnya itu cukup memadai. Kemudian koleksi bukunya saya lihat selama ini, dari buku kesenian, buku pendidikan, buku kesehatan, dan ilmu pengetahuan itu sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi menurut saya fasilitasnya sudah baik.” 
Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa keberhasilan dari akuntabilitas program adalah tujuan dapat tercapai dan memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, serta akuntabilitas program tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik hendaknya mampu menjelaskan bagaimana uang tersebut diperoleh dan digunakan untuk apa.
Berdasarkan pengungkapan dari berbagai informan diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menjalankan programnya dengan baik dan sesuai serta mampu menangani masalah sehingga tidak berdampak pada kebutuhan pengunjung. Sehingga kriteria akuntabilitas program dapat terpenuhi karena tujuan perpustakaan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4.4.2. [bookmark: _Toc208927432]Perwujudan Transparansi
4.4.2.1. Transparansi Informatif
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki media sosial seperti instagram yang dapat memberikan informasi terkait berita, program, dan kegiatan yang dilaksanakan. Media sosial yang disediakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara juga menampung keluhan atau saran dari masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Jumadi selaku Pustakawan:
“Kotak saran ada pastinya, melalui media sosial kami bisa, langsung tanya jawab juga boleh.”
Namun hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melaksanakan survey atau memilah keluhan atau masukkan dari publik yang telah ditampung.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pencatatan pengadaan bahan pustaka pada aplikasi INLIS dan e-katalog. Pak Irwansyah mengatakan bahwa INLIS juga menyertakan informasi terkait harga buku, yaitu sebagai berikut:
“Kalau transparansi, kalau saya sederhana, siapapun yang datang itu saya bukakan data. Sebenarnya juga di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terus di INLIS itu selalu menyantumkan jumlah buku harga buku. Kemudian yang kedua, harga yang di e-katalog dengan harga yang kita beli sama. Jadi misalnya gini, kita mau belanja nih, dan di katalog online harganya segitu dan di perpustakaan pun sama.”
Namun Pak Irwansyah juga menambahkan bahwa e-katalog tidak dipublikasikan ke publik:
“Kalau e-katalog beserta rincian harganya itu setau saya tidak dipublikasikan karena tidak ada instruksi untuk mempublikasikan.”
Pak Edwin selaku pegawai bagian Sekretariat mengungkapkan bahwa adanya rencana dalam memenuhi kelengkapan informasi pada website dan aplikasi yang dapat digunakan secara terbuka:
“Biasanya sih di website itu jumlah buku mungkin. Di website itu memang harusnya ada penambahan e-katalog sebetulnya, sementara di website kami kan belum ada e-katalog nyangkut disitu, harusnya itu memang kedepannya memang mengarah kesitu. Tinggal kami aja lagi yang mempelajarinya e-katalog itu bisa connect dengan website kami itu.”
Selain informasi terkait anggaran pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan kepada publik, diketahui bahwa baliho informasi mengenai anggaran secara umum juga tidak ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari seorangan pemustaka yaitu Ibu Sorra:
“Kalau di perpustakaannya sendiri saya gak liat ada pengumuman anggaran dan semacamnya sih.”
Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi informatif mencakup kemampuan suatu organisasi dalam memberikan arus informasi, berita, prosedur, penjelasan mekanisme, data, dan fakta kepada publik yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
Beradasarkan pernyataan informan diatas terkait transparansi informatif, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi kriteria pada transparansi informasi karena sudah memberikan informasi seperti berita, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di media sosial agar dapat diakses oleh publik. 
4.4.2.2. Transparansi Pengungkapan
Pada website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah menyajikan informasi terkait susunan kepengurusan, bentuk perencanaan, dan kinerja finansial serta hasil kegiatannya. Namun kekurangannya adalah karena kurangnya pengelolaan website tersebut menyebabkan keterlambatan dalam update informasi, sehingga informasi yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga tidak banyak informasi terbaru yang bisa dilihat oleh publik. Pak Edwin membenarkan hal ini terlebih beliau mengatakan bahwa rincian anggaran tidak dipublikasikan:
”Gak dipublikasikan. Yang dipublikasikan paling kegiatan-kegiatannya aja, kalau anggaran yang terinci gak ada dipublikasikan. Harusnya sih masuk juga. Emang harusnya itu terinci.”
Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan dari Bu Heni:
“Seingat saya kalau detail jumlah buku beserta anggarannya nggak pernah dilaksanakan seperti itu. Karena itu biasanya yang mengadakan kan PPKOM, tapi setau saya nggak pernah bikin itu sih.”
Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi pengungkapan berarti mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada masyarakat atau publik seperti kondisi keuangan, susunan kepengurusan, serta bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum cukup memenuhi kriteria dari transparansi pengungkapan karena saat ini sedang mengalami masalah dalam pembaharuan informasi untuk dipublikasikan. Diketahui informasi terkait rincian anggaran tidak cukup terbuka kepada publik, karena kurangnya kepengurusan dalam menangani website dan aplikasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4.4.2.3. Transparansi Keterbukaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih cukup tertutup dalam hal laporan anggarannya. Saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya mempublikasikan berita ataupun kegiatan mereka secara terbuka. Namun Pak Irwansyah berkata bahwa:
“Kalau saya sederhana, siapapun yang datang itu saya bukakan data. Sebenarnya juga di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terus di INLIS itu selalu menyantumkan jumlah buku harga buku. Kemudian yang kedua, harga yang di e-katalog dengan harga yang kita beli sama. Jadi misalnya gini, kita mau belanja nih, dan di katalog online harganya segitu dan di perpustakaan pun sama.”
Berdasarkan ungkapan diatas meskipun informasi telah tercatat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan aplikasi INLIS Lite, publik tidak bisa sembarangan mengaksesnya karena yang hanya bisa mengaksesnya adalah admin pengelola itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara membuka kesempatan untuk publik yang membutuhkan informasi bisa langsung meminta ke pihak yang bersangkutan secara langsung.
Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa transparansi keterbukaan berarti keterbukaan informasi publik dalam memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
Hal tersebut diketahui bertentangan dengan teori dari Mardiasmo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara masih cukup tertutup dalam memberikan informasi terkait keuangan kepada publik. Data dapat diakses ataupun diperoleh apabila yang membutuhkan informasi meminta izin langsung dengan yang bersangkutan. Sedangkan untuk mengakses website atau aplikasi INLIS, harus melalui admin yang bertugas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan yang diperlukan. 
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PENUTUP
5.1. [bookmark: _Toc208927434] Kesimpulan
Diungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam suatu penyelenggaraan kegiatan dan program-program kegiatan instansi pemerintah. Penulis mengangkat isu terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk praktik akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi dua bentuk akuntabilitas, yaitu (1) Akuntabilitas Proses dan (2) Akuntabilitas Program. Secara garis besar penerapan akuntabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui cukup sesuai berdasarkan teori Mardiasmo. Namun terdapat kekurangan pada akuntabilitas adalah kurangnya perlakuan pencatatan secara rinci mengenai pengadaan bahan pustaka secara fisik. 
Selain itu, praktik transparansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kartanegara terbagi menjadi tiga bentuk transparansi, yaitu (1) Informatif, (2) Pengungkapan, dan (3) Keterbukaan. Penerapan transparansi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui masih belum cukup terbuka karena adanya keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi terkait laporan anggaran. Website resmi yang disediakan tidak banyak menyajikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban rutin dikarenakan pengelolaan website yang kurang dikelola dengan baik. 
Keterbatasan penelitian ini adalah penulis tidak bisa mendapatkan data-data atau dokumen pendukung mengenai penganggaran bahan pustaka secara terperinci yang disebabkan oleh kebijakan dari pengurus Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penulis tidak mampu mengakses data lebih mendalam.
5.2. [bookmark: _Toc208927435]Saran
Saran yang dapat penulis berikan untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dapat melakukan pengelolaan dan peninjauan laporan anggaran secara rutin pada aplikasi dan website agar bisa terinci dan lebih update.
Saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat mengkaji akuntabilitas dan transparansi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan lebih banyak informan untuk menggali informasi lebih mendalam menggunakan metode penelitian lainnya.
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Penulis membuat pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai pedoman penulis untuk meneliti atau menggali permasalahan dan data ketika di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dapat dikembangkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan. Penulis membagi pertanyaan menjadi dua bagian yaitu pertanyaan untuk Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemustaka yang berkunjung.
A. Daftar Pertanyaan untuk Pustakawan
Indikator: Akuntabilitas (Accountability)
1. Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Diarpus dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengadaan bahan pustaka?
3. Siapa yang bertugas dalam proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Dan bagaimana proses pengadaan bahan pustaka tersebut dilaksanakan?
4. Bagaimana metode pemesanan bahan pustaka dilakukan?
5. Apakah ada target atau jumlah tertentu dalam pengadaan bahan pustaka? Dan apakah bahan pustaka tersebut selalu sesuai dengan yang dibutuhkan? 
6. Apakah ada kendala yang dialami pada saat proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Jika ada, bagaimana cara menangani kendala tersebut?
7. Jika pengadaan/penerimaan bahan pustaka melalui hadiah/sumbangan, bagaimana dan berapa kali dalam setahun dilakukan?
8. Apa saja dan berapa jenis koleksi buku yang disediakan di layanan perpustakaan?
9. Bagaimana atau adakah upaya Diarpus sebagai organisasi sektor publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan koleksi bacaan yang ada?
10. Bagaimana upaya Diarpus dalam menanggapi dan menangani pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari publik?
Indikator: Transparansi (Transparency)
1. Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip transparansi dalam pengadaan bahan pustaka?
2. Apakah informasi terkait pengadaan bahan pustaka di Diarpus selalu diinformasikan kepada publik? Dan apakah Diarpus memberikan kemudahan untuk mengakses informasi tersebut?
3. Apakah ada media publik yang memuat segala infromasi tentang pengadaan bahan pustaka dan lainnya untuk dapat dilihat oleh masyarakat?
4. Apakah dalam proses pengadaan bahan pustaka, informasi terkait jumlah anggaran selalu dipublikasikan? Dalam bentuk apa informasi tersebut?





B. Daftar Pertanyaan untuk Pemustaka
Indikator: Akuntabilitas (Accountability)
1. Bagaimana layanan yang disediakan atau ditawarkan oleh Diarpus kepada pemustaka?
2. Bagaimana kelengkapan fasilitas dan koleksi buku di Diarpus?
3. Jika ada keluhan terkait pelayanan publik, apakah pemustaka mendapat kemudahan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat kepada Diarpus?
Indikator: Transparansi (Transparency)
1. Apakah Diarpus sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi terkait pengadaan bahan pustaka? 
2. Apakah pemustaka bisa mendapatkan atau mengakses informasi terkait penyediaan bahan pustaka dengan mudah?
3. Apa saja bentuk informasi yang pemustaka ketahui terkait pengadaan bahan pustaka?






[bookmark: _Toc202251360]Lampiran 2. Transkrip Wawancara Pustakawan dan Kodifikasi
	Nama Informan
	Edwin, S.E.

	Jabatan/Posisi
	Sekretariat Bagian Keuangan

	Jenis Kelamin
	Laki-Laki

	Peneliti
	Sefira Dwi Wulandari

	Metode Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari dan Tanggal
	Senin, 9 Desember 2024

	Lokasi
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara


	No.
	Nama
	Transkrip
	Kodifikasi

	
	
	
	Ide Pokok
	Kode

	
	Akuntabilitas
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Edwin, S.E.
	Artinya bahan pustaka itu buku ya, kalau kami sih melakukan pengadaan sesuai e-purchasing. Jadi pengadaan sesuai buku yang dibutuhkan. Dari proses yang ada itu, dari pengadaannya e-purchasing terus dipilih bukunya, mungkin agak sulit yang judul-judulnya ya. Kalau dari penyedia itu, kalau ada aja bukunya. Kalau anggarannya besar, nah kan harus mau buku apa-apanya itu yang agak sulit, dari pustakawannya yang biasanya milih.
	1. Pengadaan bahan pustaka sesuai dengan metode e-purchasing.
2. Kendala terkait pengadaan bahan pustaka tergantung pada anggaran.
	1. Metode pengadaan bahan pustaka.
2. Kendala pengadaan bahan pustaka.

	3.
	Sefira
	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Diarpus dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengadaan bahan pustaka?
	
	

	4.
	Edwin, S.E.
	Masalahnya ke publik ini, kita gak pernah ekspos ke publik kan. Biasanya sih di website itu jumlah buku mungkin. Di website itu memang harusnya ada penambahan e-katalog sebetulnya, sementara di website kami kan belum ada e-katalog nyangkut disitu, harusnya itu memang kedepannya memang mengarah kesitu. Tinggal kami aja lagi yang mempelajarinya e-katalog itu bisa connect dengan website kami itu.
	1. Informasi mengenai pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan kepada masyarakat.
2. Rencana dalam melengkapi informasi secara terbuka.
	1. Informasi tidak dipublikasikan.
2. Melengkapi informasi publik.

	5.
	Sefira
	Bagaimana bentuk Diarpus melakukan pencatatan pengadaan bahan pustaka?
	
	

	6.
	Edwin, S.E.
	Udah ada di aplikasi namanya INLIS Lite.
	1. Pencatatan pengadaan bahan pustaka dicatat dalam aplikasi perangkat lunak.
	1. Pencatatan secara sistem.

	7.
	Sefira
	Adakah pencatatan atau laporan mengenai prosedur-prosedur pengadaan bahan pustaka dilakukan? Jika ada, dalam bentuk apa pencatatan tersebut dilakukan?
	
	

	8.
	Edwin, S.E.
	Itu tadi, ada di aplikasi tadi. Di entry satu persatu.
	1. Prosedur dan pencatatan atas  pengadaan bahan pustaka dimasukkan ke dalam aplikasi.
	1. Prosedur dan pencatatan secara sistem.

	9.
	Sefira
	Apakah bahan pustaka yang didapat melalui hadiah/sumbangan dilakukan pencatatan pada laporan?
	
	

	10.
	Edwin, S.E.
	Dicatat, pencatatannya harusnya masuk dalam laporan dalam neraca RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), jadi aset bertambah gitu. Gak dipublikasikan. Yang dipublikasikan paling kegiatan-kegiatannya aja, kalau anggaran yang terinci gak ada dipublikasikan. Harusnya sih masuk juga. Emang harusnya itu terinci.
	1. Penambahan bahan pustaka dicatat pada laporan neraca sebagai aset.
2. Informasi mengenai laporan penambahan aset tidak dipublikasikan.
	1. Pencatatan aset pada laporan neraca.
2. Informasi tidak dipublikasikan.



[bookmark: _Toc202251361]Lampiran 3. Kategorisasi dan Tematisasi Informan Pustakawan
	Kode
	Kategori
	Tematisasi

	1. Metode pengadaan bahan pustaka.
	Metode pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	2. Kendala pengadaan bahan pustaka.
	Pengelolaan anggaran dengan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	3. Informasi tidak dipublikasikan.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Pengungkapan

	4. Melengkapi informasi publik.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif

	5. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	6. Prosedur dan pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	7. Pencatatan aset pada laporan neraca.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	8. Informasi tidak dipublikasikan.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Pengungkapan




[bookmark: _Toc202251362]Lampiran 4. Transkrip Wawancara Pustakawan dan Kodifikasi
	Nama Informan
	Irwansyah, S.K.M

	Jabatan/Posisi
	Pustakawan Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

	Jenis Kelamin
	Laki-Laki

	Peneliti
	Sefira Dwi Wulandari

	Metode Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari dan Tanggal
	Senin, 9 Desember 2024

	Lokasi
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara


	No.
	Nama
	Transkrip
	Kodifikasi

	
	
	
	Ide Pokok
	Kode

	
	Akuntabilitas
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Irwansyah, S.K.M
	Dibuktikan dengan pertama dalam mudah diakses, lalu yang kedua wajar, terus intinya mudah diakses. Jadi akuntabilitasnya mulai dari kita merencanakan, kemudian dalam hal proses pembelian juga menggunakan sistem e-katalog e-purchasing dimana data-datanya baik barang dan harganya itu bisa dapat kita peroleh dengan mudah melalui internet.
	1. Pengadaan bahan pustaka sesuai dengan metode e-purchasing.
	1. Metode pengadaan bahan pustaka .

	3.
	Sefira
	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Diarpus dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengadaan bahan pustaka?
	
	

	4.
	Irwansyah, S.K.M
	Jadi kalau ke publik itu biasanya nanti pas selesai diterbitkan dimasukkan ke INLIS yang juga bisa diakses lewat web.
	1. Informasi pengadaan bahan pustaka dapat diakses melalui aplikasi pada internet.
	1. Mengakses informasi.

	5.
	Sefira
	Bagaimana bentuk Diarpus melakukan pencatatan pengadaan bahan pustaka?
	
	

	6.
	Irwansyah, S.K.M
	Sekarang dimudahkan dengan sistem ya, jadi kalau dengan sistem itu mulai dari kita melakukan proses pemesanan itu secara otomatis karena dia melalui sistem e-purchasing, otomatis tercatat. Kemudian dipindahkan ke INLIS juga tercatat. Kemudian juga dimasukkan lagi karena dia aset lainnya ya, itu dimasukkan dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) yang jadi aset pemerintah daerah.
	1. Proses pencatatan pengadaan bahan pustaka yang dilakukan dalam aplikasi perangkat lunak.
	1. Pencatatan secara sistem.

	7.
	Sefira
	Adakah pencatatan atau laporan mengenai prosedur-prosedur pengadaan bahan pustaka dilakukan? Jika ada, dalam bentuk apa pencatatan tersebut dilakukan?
	
	

	8.
	Irwansyah, S.K.M
	Sekarang semuanya serba online, secara elektronik bisa. Jadi, setiap tahun selalu tersimpan di databasenya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), jadi secara nasional dia tersimpan. Bisa diakses dimana aja bisa. Bahkan sekarang link nya itupun tanpa persetujuan dari LKPP pun dari BPK dan KPK sudah bisa.
	1. Laporan tercatat secara elektronik dan otomatis.
2. Informasi pengadaan bahan pustaka dapat diakses melalui aplikasi pada internet.
	1. Pencatatan secara sistem.
2. Mengakses informasi .

	9.
	Sefira
	Siapa yang bertugas dalam proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Dan bagaimana proses pengadaan bahan pustaka tersebut dilaksanakan?
	
	

	10.
	Irwansyah, S.K.M
	Jadi kalau untuk perencanaannya di bagian perencanaan, kemudian dibahas bersama sama dengan bidang yang membawahi tentang pengadaan buku tersebut. Kemudian pada saat pembeliannya dilakukan kalau dibawah 200 juta dikelola oleh penyedia pengadaan, nanti kalau diatas 200 juta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM). Proses pembayarannya yang bertandatangan di kwitansinya PPTK dan pengguna anggaran. Metode pemesanan dilakukan ecara e-purchasing (online) bahkan sekarang wajib.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka berdasarkan anggaran yang diterima.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.

	11.
	Sefira
	Apakah ada target atau jumlah tertentu dalam pengadaan bahan pustaka? Dan apakah bahan pustaka tersebut selalu sesuai dengan yang dibutuhkan?
	
	

	12.
	Irwansyah, S.K.M
	Jadi besar pembelian itu kalau sebagai dasarnya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran) ya untuk volume dan jenis. Kemudian kalau kuantitas itu sering dilebihkan gitu, penyedianya malah menambahkan biasanya gitu atau hibah ada sumbangannya jadi kadang melebihi target.
	1. Target dalam pengadaan bahan pustaka berdasarkan Rencana Kerja Anggaran.
	1. Target pengadaan bahan pustaka. 

	13.
	Sefira
	Apakah ada kendala yang dialami pada saat proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Jika ada, bagaimana cara menangani kendala tersebut?
	
	

	14.
	Irwansyah, S.K.M
	Yah kalau kendala itu, dimana mana yang namanya aplikasi secara nasional itu lelet kalau lagi turun, masalah jaringan. Kalau yang lain-lainnya aman aja. Khusunya kalau udah akhir-akhir tahun ini waduh padat itu, serentak kan mau mengejar pekerjaan supaya cepat selesai kan.
	1. Kendala dalam mengakses aplikasi karena jaringan internet.
	1. Mengakses informasi.

	15.
	Sefira
	Jika pengadaan/penerimaan bahan pustaka melalui hadiah/sumbangan, bagaimana dan berapa kali dalam setahun dilakukan?
	
	

	16.
	Irwansyah, S.K.M
	Oh kalau masalah sumbangan, sumbangan itu kan ada yang dari masyarakat dan dari penyedianya. Kalau dari masyarakat umum itu tidak tentu, tapi kalau dari penyedia itu rata-rata mereka itu melebihkan 10% dari pesanan dari eksemplarnya. Jadi tidak ada target khususnya.
	1. Penerimaan bahan pustaka secara hadiah/sumbangan tidak memiliki target.
	1. Target pengadaan bahan pustaka .

	17.
	Sefira
	Apakah bahan pustaka yang didapat melalui hadiah/sumbangan dilakukan pencatatan pada laporan?
	
	

	18.
	Irwansyah, S.K.M
	Pasti. Karena itu dianggap hibah ya. Itu masuk di laporan INLIS Lite. Jadi INLIS Lite itu aplikasi yang dikeluarkan oleh Perpusnas dan terkonek secara nasional. Setau saya jadi sebenarnya di dalam aplikasi itu kita bisa saling... sebenarnya, misalkan buku disana dan disini bisa saling pinjam. Jadi di INLIS itu lengkap. Jadi itu langsung online secara nasional. Kalau INLIS itu karena dia pakai admin jadi dia tertutup.
	1. Penerimaan bahan pustaka dicatat di dalam aplikasi.
2. Aplikasi tidak dapat diakses secara terbuka oleh publik.
	1. Pencatatan secara sistem.
2. Mengakses informasi.

	19.
	Sefira
	Bagaimana upaya Diarpus dalam menanggapi dan menangani pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari publik?
	
	

	20.
	Irwansyah, S.K.M
	Kotak saran kita ada, cuma karena mungkin bukan bidang kami ya, kalau saya kan ada di bagian proses pembelian tapi kalau untuk pengaduan itu bidang pelayanan dan pembinaan. Tapi kalau kotak saran itu ada dan di website online juga ada.
	1. Pendapat dan saran masyarakat ditampung melalui sosial media atau kotak saran.
	1. Pelayanan publik. 

	
	Transparansi
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip transparansi dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Irwansyah, S.K.M
	Kalau transparansi, kalau saya sederhana, siapapun yang datang itu saya bukakan data. Sebenarnya juga di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terus di INLIS itu selalu menyantumkan jumlah buku harga buku. Kemudian yang kedua, harga yang di e-katalog dengan harga yang kita beli sama. Jadi misalnya gini, kita mau belanja nih, dan di katalog online harganya segitu dan di perpustakaan pun sama.
	1. Informasi dapat diperoleh secara langsung dengan pihak yang mengelola data.
2. Informasi terkait harga bahan pustaka tercatat pada aplikasi.
	1. Mengakses informasi.
2. Pencatatan secara sistem.

	3.
	Sefira
	Apakah informasi terkait pengadaan bahan pustaka di Diarpus selalu diinformasikan kepada publik? Dan apakah Diarpus memberikan kemudahan untuk mengakses informasi tersebut?
	
	

	4.
	Irwansyah, S.K.M
	Kalau diinformasikan ke publik ya, kalau yang betul betul open itu pada saat kita melakukan RUP rencana umum pengadaan itu biasanya ada diportal LKPP jadi semua apa yang akan kita beli se Indonesia ada disitu, jadi dia nanti itu dipecah, jadi misalkan KALTIM, kita klik Dinas, nah nanti muncul itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari modalnya berapa, belanja berapa, belanja modal itu apa saja ada disitu. Kalau e-katalog beserta rincian harganya itu setau saya tidak dipublikasikan karena tidak ada instruksi untuk mempublikasikan.
	1. Laporan kegiatan tercantum pada aplikasi dan dapat diakses terbuka.
2. Informasi terkait rincian harga bahan pustaka tidak dipublikasikan.
	1. Pencatatan secara sistem.
2. Mengakses informasi.

	5.
	Sefira
	Apakah ada media publik yang memuat segala informasi tentang pengadaan bahan pustaka dan lainnya untuk dapat dilihat oleh masyarakat?
	
	

	6.
	Irwansyah, S.K.M
	Belum ada, kalau yang ada baru ini kan LPSE KUKAR. Nah sebenarnya kalau mau melihat cerminan akuntabilitas, belanja secara keseluruhan baik dari kelurahan kecamatan itu ada di LPSE KUKAR. Kalau di wesite DIARPUS sendiri belum ada.
	1. Belum terdapat platform yang menyajikan informasi pengadaan.
	1. Mengakses informasi.


[bookmark: _Toc202251363]
Lampiran 5. Kategorisasi dan Tematisasi Informan Pustakawan
	Kode
	Kategori
	Tematisasi

	1. Metode pengadaan bahan pustaka.
	Metode pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	2. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan

	3. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	4. Pencatatan secara sistem.

	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	5. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan

	6. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Pengelolaan anggaran dengan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	7. Target pengadaan bahan pustaka. 
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	8. Mengakses informasi.
	Kendala dalam mengakses.
	Akuntabilitas Proses

	9. Target pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	10. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Proses

	11. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan

	12. Pelayanan publik. 
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif

	13. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan

	14. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif

	15. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Transparansi Keterbukaan

	16. Mengakses informasi.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka
	Transparansi Keterbukaan

	17. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan



[bookmark: _Toc202251364]Lampiran 6. Transkrip Wawancara Pustakawan dan Kodifikasi
	Nama Informan
	Jumadi, S.E.

	Jabatan/Posisi
	Pustakawan Mahir

	Jenis Kelamin
	Laki-Laki

	Peneliti
	Sefira Dwi Wulandari

	Metode Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari dan Tanggal
	Senin, 9 Desember 2024

	Lokasi
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara



	No.
	Nama
	Transkrip
	Kodifikasi

	
	
	
	Ide Pokok
	Kode

	
	Akuntabilitas
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Jumadi, S.E.
	Biasanya kalau untuk pengadaan bahan pustaka itu mengacu kepada yang pertama adalah survey pengunjung perpustakaan, kami berdasarkan itu pengadaannya. Seperti apa pengadaannya, kami tanya ke pengunjung apa keperluan buku pengunjung lalu kami mendatanya. Nah itulah dasar-dasar untuk kami mengadakan bahan bacaan, terutama pemustaka banyak membutuhkan buku-buku agama, buku agama seperti apa buku agama seperti ini, atau tanaman, dan disitulah kami merekap kebutuhan pemustaka namanya. Terkadang kami melihat dari peminjaman buku, buku apa sih yang sering dipinjam, nah itu juga dasarnya. Kami juga melihat di internet juga sebenarnya, buku-buku terbaru yang pastinya untuk menambah koleksi kami yang rusak terutama itu harus ditambah dan diperbaharui lagi.
	1. Pengadaan bahan pustaka dilakukan berdasarkan survey kepada pengunjung perpustakaan.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.

	3.
	Sefira
	Apakah ada target atau jumlah tertentu dalam pengadaan bahan pustaka? Dan apakah bahan pustaka tersebut selalu sesuai dengan yang dibutuhkan?
	
	

	4.
	Jumadi, S.E.
	Yang pastinya harus disesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan pengunjungnya. Belum lagi kita berbicara anak-anak, karena buku anak-anak itu paling cepat satu tahun sudah rusak. Inilah yang harus kita perbarui. Tanggalnya juga, biasanya kan tanggal buku itu ada masanya, selalu ada terbaru setiap jamnya atau perharinya maka kita harus upgrade informasi terbaru, itulah yang kita sediakan. Buku lama yang sudah lama biasanya ada yang disisihkan atau kami simpan kalau kami anggap ini masih layak ya kami pertahankan. Karena ada juga pemustaka yang membutuhkan koleksi lama.
	1. Target pengadaan bahan pustaka disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengunjung.
2. Pengadaan bahan pustaka dilihat berdasarkan pembaharuan bahan pustaka.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.
2. Proses pengadaan bahan pustaka.

	5.
	Sefira
	Jika pengadaan/penerimaan bahan pustaka melalui hadiah/sumbangan, bagaimana dan berapa kali dalam setahun dilakukan?
	
	

	6.
	Jumadi, S.E.
	Tidak tentu, itu donasi itu. Donasi ada yang dari lembaga-lembaga, ada yang dari Dinas atau dari masyarakat umum. Donasi tidak tentu.
	1. Penerimaan bahan pustaka tidak memiliki target tertentu.
	1. Target pengadaan bahan pustaka.

	7.
	Sefira
	Bagaimana atau adakah upaya Diarpus sebagai organisasi sektor publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan koleksi bacaan yang ada?
	
	

	8.
	Jumadi, S.E.
	Ada, itu terkait dengan kerjasama. Terutama perpustakaan yang ingin di akreditasi atau perpustakaan yang kurang koleksinya tapi ingin melaksanakan kegiatan datang kesini melakukan kerjasama dengan kami.
	1. Memberikan layanan masyarakat dengan melakukan kerjasama pada sesama perpustakaan yang memiliki keterbatasan koleksi.
	1. Pelayanan publik.

	9.
	Sefira
	Bagaimana upaya Diarpus dalam menanggapi dan menangani pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari publik?
	
	

	10.
	Jumadi, S.E.
	Kotak saran ada pastinya, melalui media sosial kami bisa, langsung tanya jawab juga boleh.
	1. Pendapat dan saran masyarakat ditampung melalui sosial media atau kotak saran.
	1. Pelayanan publik. 



[bookmark: _Toc202251365]Lampiran 7. Kategorisasi dan Tematisasi Informan Pustakawan
	Kode
	Kategori
	Tematisasi

	1. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Proses pengadaan bahan pustaka
	Akuntabilitas Program

	2. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	3. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	4. Target pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	5. Pelayanan publik.
	Keharusan dalam memberikan layanan.
	Akuntabilitas Program

	6. Pelayanan publik. 
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif



[bookmark: _Toc202251366]Lampiran 8. Transkrip Wawancara Pustakawan dan Kodifikasi
	Nama Informan
	Heni Marlina, S.P.

	Jabatan/Posisi
	Pustakawan Bidang Pembinaan dan Perpustakaan

	Jenis Kelamin
	Perempuan

	Peneliti
	Sefira Dwi Wulandari

	Metode Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari dan Tanggal
	Senin, 9 Desember 2024

	Lokasi
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

	
	


	No.
	Nama
	Transkrip
	Kodifikasi

	
	
	
	Ide Pokok
	Kode

	
	Akuntabilitas
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Heni Marlina, S.P.
	Bahan pustaka biasanya itu dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan, kemudian masukan dari pemustaka tapi bukan hasil dari survey melainkan hasil dari pembicaraan non formal aja.
	1. Pengadaan bahan pustaka berasal dari masukan pustakawan atau pengurus perpustakaan.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.

	3.
	Sefira
	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Diarpus dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengadaan bahan pustaka?
	
	

	4.
	Heni Marlina, S.P.
	Promosi lewat media sosial. Misalnya di instagram untuk promosi buku baru.
	1. Informasi disediakan pada media sosial untuk promosi apapun terkait perpustakaan.
	1. Penyediaan informasi.

	5.
	Sefira
	Adakah pencatatan atau laporan mengenai prosedur-prosedur pengadaan bahan pustaka dilakukan? Jika ada, dalam bentuk apa pencatatan tersebut dilakukan?
	
	

	6.
	Heni Marlina, S.P.
	Ada, dalam bentuk SOP (Standar Operasional Perusahaan), ada itu prosedurnya. Biasanya prosedur-prosedurnya ada didalam laporan pedoman kerja.
	1. Prosedur pengadaan bahan pustaka tercantum pada pedoman kerja berdasarkan SOP.
	1. Prosedur pengadaan bahan pustaka.

	7.
	Sefira
	Apakah pencatatan atas rincian pengadaan bahan pustaka sudah terdapat pada pelaporan yang dilakukan Diarpus?
	
	

	8.
	Heni Marlina, S.P.
	Iya pasti ada kan, dalam bentuk kontrak dan tidak dipublikasikan. Tapi kalau rincian buku beserta harga belinya, itu harusnya sih dicantumkan di INLIS Lite karena itu kan menyangkut aset. Jadi sebenarnya di INLIS Lite harus dicantumkan, tapi karena kami nggak tau berapa harga buku yang ada itu, jadi yaudah kami lewatkan gitu aja, kami nol kan aja.
	1. Pencatatan pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan di dalam aplikasi.
2. Rincian terkait pengadaan bahan pustaka tidak dicantumkan pada aplikasi.
	1. Mengakses informasi.
2. Melengkapi pencatatan secara sistem.

	9.
	Sefira
	Siapa yang bertugas dalam proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Dan bagaimana proses pengadaan bahan pustaka tersebut dilaksanakan?
	
	

	10.
	Heni Marlina, S.P.
	Kalau proses pengadaannya itu bagian pak Irwan atau PPKOM, kalau saya di bagian yang menerima sudah jadinya. Kalau sudah selesai prosedur pemesanannya, saya bagian pengorganisasiannya aja.
	1. Pustakawan menerima pemesanan yang selesai kemudian dilakukan pengorganisasian.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.

	11.
	Sefira
	Bagaimana metode pemesanan bahan pustaka dilakukan?
	
	

	12.
	Heni Marlina, S.P.
	Dilakukan dengan metode e-purchasing atau pemesanan secara online.
	1. Pengadaan bahan pustaka sesuai dengan metode e-purchasing.
	1. Metode pengadaan bahan pustaka.

	13.
	Sefira
	Apakah ada target atau jumlah tertentu dalam pengadaan bahan pustaka? Dan apakah bahan pustaka tersebut selalu sesuai dengan yang dibutuhkan?
	
	

	14.
	Heni Marlina, S.P.
	Iya, ada targetnya. Standar perpustakaan itu 1.000, itu untuk pengadaan selanjutnya 10% dari jumlah buku. Misalkan 2.000 itu maka 8%, jadi kelipatannya menurun sampai 6%. Nah nanti jumlah buku untuk selanjutnya itu 6% dari jumlah buku yang ada. Jadi seperti itu pengadaan bukunya. Targetnya kadang-kadang tercapai, kadang-kadang nggak sesuai.
	1. Target atau jumlah pengadaan bahan pustaka dilakukan berdasarkan jumlah buku dan anggaran.
	1. Target pengadaan bahan pustaka.

	15.
	Sefira
	Apakah ada kendala yang dialami pada saat proses pengadaan/penerimaan bahan pustaka? Jika ada, bagaimana cara menangani kendala tersebut?
	
	

	16.
	Heni Marlina, S.P.
	Terkadang jika buku tidak mencapai target itu karena buku yang dicari itu udah nggak ada lagi, kadang-kadang bukunya pas datang itu rusak jadi dikembalikan lagi. Cara menanganinya ya kalau buku yang dicari nggak ada itu cari judul lain, kan biasanya tiap tahun itu beda-beda buku yang terbit.
	1. Kendala pada saat bahan pustaka tidak mencapai target yang diinginkan.
2. Menangani bahan pustaka yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai.
	1. Proses pengadaan bahan pustaka.
2. Target pengadaan bahan pustaka.

	17.
	Sefira
	Jika pengadaan/penerimaan bahan pustaka melalui hadiah/sumbangan, bagaimana dan berapa kali dalam setahun dilakukan?
	
	

	18.
	Heni Marlina, S.P.
	Nggak tentu, tergantung orang yang berikan.
	1. Penerimaan bahan pustaka dari hadiah/sumbangan tidak memiliki target tertentu.
	1. Target pengadaan bahan pustaka .

	19.
	Sefira
	Apakah bahan pustaka yang didapat melalui hadiah/sumbangan dilakukan pencatatan pada laporan?
	
	

	20.
	Heni Marlina, S.P.
	Ada, dicatatnya di buku induk. Tapi sekarang kan sudah langsung masuk di aplikasi.
	1. Pencatatan atas pengadaan bahan pustaka dicatat dalam aplikasi.
	1. Pencatatan secara sistem.

	21.
	Sefira
	Bagaimana atau adakah upaya Diarpus sebagai organisasi sektor publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan koleksi bacaan yang ada?
	
	

	22.
	Heni Marlina, S.P.
	Biasanya mengadakan silang layan, buku loan, terus ada juga layanan ekstensi berupa layanan perpustakaan keliling.
	1. Memberikan pelayanan masyarakat yang memiliki keterbatasan koleksi bacaan.
	1. Pelayanan publik. 

	23.
	Sefira
	Bagaimana upaya Diarpus dalam menanggapi dan menangani pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari publik?
	
	

	24.
	Heni Marlina, S.P.
	Ya ditampunglah, kalau misalkan masukan yang sifatnya membangun ya diterima dengan senang hati. Tapi biasanya dipilah-pilah juga masukannya tadi.
	1. Pendapat dan saran masyarakat ditampung melalui sosial media atau kotak saran.
	1. Pelayanan publik. 

	
	Transparansi
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip transparansi dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Heni Marlina, S.P.
	Seingat saya kalau detail jumlah buku beserta anggarannya nggak pernah dilaksanakan seperti itu. Karena itu biasanya yang mengadakan kan PPKOM, tapi setau saya nggak pernah bikin itu sih.
	1. Rincian anggaran dan bahan pustaka tidak dicatat secara mendetail.
	1. Pencatatan secara sistem.

	3.
	Sefira
	Apakah informasi terkait pengadaan bahan pustaka di Diarpus selalu diinformasikan kepada publik? Dan apakah Diarpus memberikan kemudahan untuk mengakses informasi tersebut?
	
	

	4.
	Heni Marlina, S.P.
	Nggak sih. Saya juga kurang tau alasannya kenapa nggak dipublikasikan, karena ya itu tadi setau saya nggak pernah sama sekali. Yang di website itupun baru dimasukkan tahun ini tadi, sebelum-sebelumnya belum pernah. Website kami itu baru aja dibikin tahun lalu, karena untuk memenuhi syarat akreditasi perpustakaan, selain itu pengurusnya aja ganti-ganti. Selanjutnya ternyata itu nggak mau dibiayain bagian umum. Terkadang kantor perpustakaan sini sama kantor kearsipan yang dibawah itu gak sinkron.
	1. Belum terdapat platform yang menyajikan informasi pengadaan.
	1. Mengakses informasi.
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Lampiran 9. Kategorisasi dan Tematisasi Informan Pustakawan
	Kode
	Kategori
	Tematisasi

	1. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	2. Penyediaan informasi.
	Keharusan dalam memberikan informasi.
	Transparansi Informatif

	3. Prosedur pengadaan bahan pustaka.
	Proses pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	4. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi.
	Transparansi Keterbukaan

	5. Melengkapi pencatatan secara sistem.
	Keharusan memberikan informasi.
	Transparansi Keterbukaan

	6. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Proses pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	7. Metode pengadaan bahan pustaka.
	Metode pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Proses

	8. Target pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	9. Proses pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	10. Target pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	11. Target pengadaan bahan pustaka.
	Perencanaan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	12. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka.
	Akuntabilitas Program

	13. Pelayanan publik. 
	Keharusan dalam memberikan layanan.
	Akuntabilitas Program

	14. Pelayanan publik. 
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif

	15. Pencatatan secara sistem.
	Keharusan pencatatan pengadaan bahan pustaka.
	Transparansi Pengungkapan

	16. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Keterbukaan




[bookmark: _Toc202251368]Lampiran 10. Transkrip Wawancara Pemustaka dan Kodifikasi
	Nama Informan
	Sorra Milwayani

	Jabatan/Posisi
	Pemustaka

	Jenis Kelamin
	Perempuan

	Peneliti
	Sefira Dwi Wulandari

	Metode Wawancara
	Semi Terstruktur

	Hari dan Tanggal
	Senin, 9 Desember 2024

	Lokasi
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara



	No.
	Nama
	Transkrip
	Kodifikasi

	
	
	
	Ide Pokok
	Kode

	
	Akuntabilitas
	

	1.
	Sefira
	Bagaimana Diarpus mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Sorra
	Oh iya jadi untuk layanan yang disediakan di Diarpus KUKAR sudah cukup baik ya mbak. Pengunjung yang baru pertama datang kesini bisa dengan mudah mengakses buku yang dicari ataupun buku yang dipinjam itu dengan mudah, karena adanya komputer pencarian buku. Jadi layanannya cukup baik menurut saya.
	1. Pelayanan dan fasilitas yang disediakan cukup memenuhi kebutuhan pemustaka.
	1. Pelayanan publik.

	3.
	Sefira
	Bagaimana kelengkapan fasilitas dan koleksi buku di Diarpus?
	
	

	4.
	Sorra
	Untuk fasilitas yang dirasakan sebagai pengunjung, ini cukup baik juga ya mbak jadi fasilitasnya itu cukup memadai. Kemudian koleksi bukunya saya lihat selama ini, dari buku kesenian, buku pendidikan, buku kesehatan, dan ilmu pengetahuan itu sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi menurut saya fasilitasnya sudah baik.
	1. Fasilitas dan koleksi buku yang disediakan cukup lengkap untuk pemustaka.
	1. Pelayanan publik.

	5.
	Sefira
	Jika ada keluhan terkait pelayanan publik, apakah pemustaka mendapat kemudahan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat kepada Diarpus?
	
	

	6.
	Sorra
	Jadi untuk terkait keluhan-keluhan yang ada begitu ya, disini saya pernah melihat memang ada beberapa kotak saran gitu. Jadi menurut saya kalau kita ada keluhan pasti dengan mudah kita bisa menuliskan keluhan itu dan kita sampaikan melalui kotak saran yang ada. Itu yang saya ketahui ya mbak, jadi cukup mudah ya untuk pengunjung jika ada keluhan dan aspirasi pendapatnya gitu. Saya sendiri belum pernah masukin keluhan atau saran sih mbak.
	1. Keluhan dan saran ditampung melalui kotak saran.
	1. Pelayanan publik.

	
	
	Transparansi
	
	

	1.
	Sefira
	Apakah Diarpus sudah cukup terbuka dalam memberikan informasi terkait pengadaan bahan pustaka?
	
	

	2.
	Sorra
	Sejauh ini saya belum pernah ngecek website nya sih mbak. Biasanya kalau di website gitu ada yang dibatasi gitu kan mbak ya terkait pengadaannya ini. Kalau di perpustakaannya sendiri saya gak liat ada pengumuman anggaran dan semacamnya sih.
	1. Informasi anggaran tidak dipajang untuk publik. 
	1. Penyediaan informasi.

	3.
	Sefira
	Apakah pemustaka bisa mendapatkan atau mengakses informasi terkait penyediaan bahan pustaka dengan mudah?
	
	

	4.
	Sorra
	Saya juga belum pernah bukain atau cari tau tentang itu sih mbak.
	1. Pemustaka belum mengakses informasi terkait penyediaan bahan pustaka.
	1. Mengakses informasi.



[bookmark: _Toc202251369]Lampiran 11. Kategorisasi dan Tematisasi Informan Pustakawan
	Kode
	Kategori
	Tematisasi

	1. Pelayanan publik.
	Pemenuhan pelayanan dan penyediaan fasilitas.
	Akuntabilitas Program

	2. Pelayanan publik.
	Pemenuhan pelayanan dan penyediaan fasilitas.
	Akuntabilitas Program

	3. Pelayanan publik.
	Pelayanan dalam menampung saran.
	Akuntabilitas Program

	4. Penyediaan informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif

	5. Mengakses informasi.
	Keharusan memberikan informasi secara terbuka.
	Transparansi Informatif



[bookmark: _Toc202251370]Lampiran 12. Triangulasi Sumber Data Informan
	No.
	Pertanyaan
	Informan Pustakawan
	Informan Pemustaka
	Interpretasi

	1.
	Perwujudan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan bahan pustaka
	Pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan baik berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
	Bahan pustaka yang disediakan dapat diperoleh atau dipergunakan dengan mudah.
	Informan mengetahui bahwa pengadaan bahan pustaka yang baik dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka.

	2.
	Penyampaian informasi kepada publik mengenai pengadaan bahan pustaka
	Setiap laporan terkait informasi pengadaan pustaka diterbitkan di website INLIS.
	Terdapat keterbatasan dalam mengakses website terkait informasi pengadaan bahan pustaka.
	Informan mengatakan bahwa website INLIS memiliki keterbatasan untuk diakses oleh publik.

	3.
	Memberikan pelayanan dan jasa sesuai dengan standar yang berlaku
	Pelayanan dan jasa sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun ada kekurangan dalam menangani keluhan atau saran dari pemustaka.
	Pelayanan terkait fasilitas dan bahan pustaka sudah tercukupi dengan baik. Jasa yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik.
	Informan mengakui bahwa terdapat kekurangan dalam menangani tampungan keluhan atau saran dari pemustaka.

	4.
	Perwujudan prinsip transparansi dalam pengadaan bahan pustaka
	Perwujudan transparansi mengenai pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan secara fisik.
	Tidak menemukan adanya pengumuman atau informasi dalam bentuk fisik terkait pengadaan bahan pustaka di DIARPUS.
	Informan mengatakan bahwa tidak ada transparansi terkait informasi pengadaan bahan pustaka dalam bentuk fisik pada DIARPUS.

	5.
	Transparansi mengenai informasi tentang pengadaan bahan pustaka kepada publik
	Keterbukaan terkait anggaran pengadaan bahan pustaka tidak dipublikasikan kepada publik.
	Terdapat keterbatasan dalam mengakses informasi terkait anggaran pengadaan bahan pustaka.
	Informan mengatakan bahwa tidak ada informasi mengenai pengadaan bahan pustaka secara fisik dan harus meminta izin kepada yang bersangkutan.
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